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ABSTRAK 
 
Nama  :   Ade Agung Lasiappo 
Nim  :   10500113177 
Judul  :   Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
                             Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 
     Pinrang Tahun (2013-2016). 
 
 Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, bagaimana 
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli 
daerah di Kabupaten Pinrang Tahun (2013-2016). Kemudian dijabarkan dalam 
submasalah, yaitu 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pinrang  menurut, 2) 
Bagaimana kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian Field Research. Penelitian ini 
dilakukan dengan wawancara serta membagikan lembaran kuisioner kepada 
masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi. Disamping data kualitatif, 
penyusun juga menggunakan cara kuantitatif dan disajikan dalam bentuk tabel dan 
persentase terhadap beberapa pendapat responden. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan mengenai Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pinrang diterapkan berdasarkan amanat Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Penerapan Perda pajak dan retribusi 
daerah tersebut dilaksanakan dengan dibentuknya perda-perda tersendiri yang 
menaungi masing-masing bidang dan diberikan kewenangan kepada SKPD. Selain 
itu, terdapat faktor penghambat yang ada dalam masyarakat. Kontribusi pajak dan 
retribusi daerah terhadap PAD mengalami peningkatan 4 tahun terakhir. Dari segi 
tingkat efektivitas pajak daerah sudah sangat efektif dan retribusi daerah yang efektif 
 Peneliti berharap agar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebaiknya 
Dinas  PPKAD dapat mengelola dengan baik atau secara merata. Dalam hal 
pembangunan daerah harus secara merata baik diperkotaan maupun dipedesaan 
sehingga masyarakat semakin sejahtera. Agar kedepannya sosialisasi terhadap wajib 
pajak terus dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui jenis pajak ataupun retribusi 
yang harus mereka bayarkan sehingga masyarakat semakin tahu akan pajak daerah 
dan retribusi daerah. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin, yaitu “autos” yang 
berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan.1Otonomi daerah merupakan hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Republik Indonesia. Hal tersesbut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kebijakan 
pemerintah ini dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi. 
Desentralisasi sendiri merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah.2Sesuai dengan tujuan 
desentralisasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Ada empat undang-undang yang bisa dijadikan dasar pembentukan daerah otonom. 
Ke-empat undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor            
                                                          
1Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah (Bogor: Ghalia Indonesia , 2008), h. 1 
2 Republik  Indnesia, “ Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah”, bab I, pasal 1, angka 8 
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33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.3 
Dan pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai pemerintahan daerah dengan adanya 
Undang-undang baru yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah. 
Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam 
penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, 
partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. 
Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, 
serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan yang hendak dicapai 
dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah 
dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan 
kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses 
pertumbuhan.4 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk pelaksanaan 
kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana 
perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu  
                                                          
3 Edgar Rangkasa Zainudin, Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi, (Yogyakarta: 
Danadyaksa Publisher, 2013), h. 7 
4HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 76 
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dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan sebagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) 
yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada 
daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.5 Disamping 
dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan 
sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain. Kebijakan 
penggunaan dan tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah 
Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam 
bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan 
mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah 
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk 
memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya 
melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, 
retribusidaerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan 
lain asli daerah yang sah.  
Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah termasuk 
juga pemerintah daerah kabupaten harus menggunakan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21  menentukan bahwa 
                                                          
5 Republik  Indnesia, “ Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah”, bab I, pasal 1, angka 47-49 
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dalam menyelenggarakan otonomi daerah, termasuk daerah kabupaten dan kota 
mempunyai hak: mengatur dan megurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih 
pimpinan daerah; mengelolah aparatur daerah; mengelolah kekayaan daerah; 
memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainya yang berada di daerah; 
mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak 
lainnya yang diatur dalam peraturan perudang-undangan.6 
Pengertian dari pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah.7 Hal ini menunjukan bahwa pajak adalah suatu pembayaran 
yang wajib dikenakan berdasarkan undang-undang, dan tidak dapat dihindari bagi 
yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan 
paksaan.  
Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah 
Kabupaten/Kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk di 
tetapkan dalam bentuk peraturan daerah provinsi. Sedangkan, pajak daerah 
Kabupaten/Kota sebagai kewenangan Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dalam 
                                                          
6Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Ed. 
2, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 261-262 
7Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia  
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 52 
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Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, 
Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak 
parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.8 
Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya 
dalam menyumbang terbentuknya PAD. Sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut 
oleh pemerintah daerah. Jadi dengan demikian, retribusi yang dipungut di Indonesia 
dewasa ini adalah retribusi daerah. 
Pengertian dari retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.9Pengelolaan retribusi 
berbeda dengan dengan penggolongan pajak itu sendiri. Karena retribusi terdapat 
imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah 
ditentukan. Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 108 ayat (1) terdiri dari Jasa umum, Jasa 
usaha, Perizinan tertentu. 10 Jadi dalam retribusi daerah jasa dan adanya retribusi 
daerah langsung dapat ditunjuk. Misalnya, retribusi pasar dibayar karena adanya 
penggunaan ruang pasar tertentu oleh pembayar retribusi. 
                                                          
8Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, (Jakaarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 26 
9Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, h. 
63 
10Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, h. 28 
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Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang 
riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah 
satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam 
pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan 
suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari 
besarnya proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah. 
Kabupaten Pinrang adalah salah satu dari Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II 
yang ada di Sulawesi Selatan. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari Kabupaten 
Pinrang dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup 
pada PAD Kabupaten Pinrang, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Pinrang 
melalui BKD (Badan Keuangan Daerah) berupaya             untuk meningkatkan PAD 
Kabupaten Pinrang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang 
dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan 
hasil pajak daerah dan retribusi yang sudah ada. 
Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi 
pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur 
terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan 
otonomi daerah. Penggalian pajak daerah dan retribusi daerah masih dilakukan secara 
konvensional. Dua komponen PAD inilah yang paling bisa dilihat penerimaannya 
dari potensi yang dimiliki Kabupaten Pinrang. 
Dalam hal ini penerapan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi di 
Kabupaten Pinrang harus benar-benar dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. 
7 
 
7 
 
Karena hasil dari pembayaran pajak dan retribusi daerahyang nantinya akan 
digunakan untuk melakukan pembangunan sarana-sarana dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang.  
Apabila pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan dan 
dikelola dengan tepat, maka dapat dipastikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi 
dapat memberikan peranan yang terus meningkat bagi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang dapat menunjang pembangunan daerah Kabupaten Pinrang. Berbicara 
tentang pajak tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum adanya pungutan berupa pajak 
daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah setempat. 
Pengelolaan Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola sebaik-baiknya yaitu secara transparan 
dan akuntabel, sehingga menunjang pembangunan daerah Kabupaten Pinrang. 
Walaupun penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah  merupakan 
pendapatan asli daerah yang cukup besar, namun pengelolaannya dan penerapan 
perdanya perlu diawasi. Sejatinya Perda Pajak daerah dan retribusi daerah harus 
diterapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini yang menjadi tanda tanya apakah Perda 
yang ada di Kabupaten Pinrang benar telah diterapkan berdasarkan amanat undang-
undang tersebut. Pengelolaan terhadap pajak dan retribusi daerah yang kurang 
transparan dalam arti keterbukaan informasi kepada publik sejatinya dapat berdampak 
pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di dalam 
mengelolah keuangan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli daerah. Serta kontribusi 
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pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri terhadap PAD. Maka dari itu, saya 
merasa perlu melakukan suatu penelitian tentang                                        
ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN 
PINRANG TAHUN (2013 s/d 2016). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 
dijadikan sebagai fokus penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Transparansi mengenai pemasukan pendapatan asli daerah melalui pajak 
daerah dan retribusi daerah khususnya di daerah Kabupaten Pinrang. 
2. Pengelolaan keuangan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dari tahun ke tahun yang ada di kabupaten Pinrang. 
3. Penerapan peraturan daerah pajak dan retribusi di kabupaten Pinrang. 
4. Faktor-faktor dalam masyarakat yang menjadi penghambat pemasukan 
daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pinrang. 
5. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Darah (PAD) Kabupaten Pinrang. 
 Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan gambaran akan 
pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan pemasukan 
pendapatan asli daerah yang ada di kabupaten Pinrang dengan penerapan 
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peraturan daaerah mengenai pajak dan retribusi di Kabupaten Pinrang dan 
kontribusinya terhadap pembangunan daerah. 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tentunya akan timbul berbagai 
permasalahan.ada pun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pinrang ? 
2. Bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang ? 
D. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan 
penelitian ini yaitu: 
1. Mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pinrang. 
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. 
E. Manfaat Penelitian 
Kegiatan penelitian ini dilakukan agar kiranya dapat menyajikan data 
yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan 
masalah. Berdasarkan hal tersebut penulis berharap. 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan 
perda pajak dan retribusi oleh pemerintah kepada masyarakat. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan 
yang menghambat masyarakat berkontribusi dalam peningkatan pendapaan 
asli daerah melalui pajak dan retribusi yang ada dalam masyarakat. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan nilai tambah bagi 
penelitian-penelitian ilmiah, yang selanjutnya dapat dijadikan referensi atau 
bahan masukan bagi yang mengkaji masalah transparansi pada bidang 
pajak daerah dan retribusi daerah. 
4. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan pada pemerintah 
khususnya instansi terkait atau kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang. Diharapkan 
dapat menjadi sumber informasi dan kebijakan yang seharusnya dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi untuk 
menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung 
akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk 
menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. 
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F. Kajian Pustaka 
 Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan pemabahan ini, maka penulis menggunakan beberapa literatur 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Andi Haris Ashary Abdillah. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 
tahun 2012 tentan Pajak Reklame ( study Kasus Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 S/D 2015. Jurusan 
Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar 2015. 
2. Irmayanti. Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame 
Kabupaten Pinrang. Universitas Muslim Indonesia 2017. 
3. Adelia Shabrina Prameka. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Terhadap Pendapatan Aali Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). 
Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya Malang 2015. 
4. Andi Mahyudin Pawiloi. Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak 
Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Universitas 
Hasanuddin. Makassar. 2014. 
5. Adrian Sutedi. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, 
Bandung 2008, menerangkan problematika perpajakan dan retribusi daerah 
serta tata cara dan jenis serta pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dalam 
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kerangka otonomi daerah yang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan. 
6. HAW Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pers, 
Jakarta 2011, menerangkan perkembangan otonomi daerah dan 
pelaksanaanya pada daerah otonom dalam membangun daerah. 
7. Ahmad Yani. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
di Indonesia, Jakarta 2013 yang didalamnya menjelasakan pembagian 
keuangan pusat dan daerah, hubungan perimbangan, pendapatan asli 
daerah, serta sumber-sumber keuangan pusat dan daerah. 
8. Juliansyah Noor. Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya 
Ilmiah, Jakarta 2011, dari buku ini dijelaskan mengenai teknik serta metode 
dan cara penelitian untuk seorang peneliti dalam membuat skripsi, tesis, 
disertasi dan karya ilmiah. 
G. Definisi Operasional 
Untuk mendapatkan gambaran terhadap uraian-uraian dan objek 
pembahasan dari judul tersebut, maka penulis mengemukakan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Fokus penelitian dan deskripsi penelitian 
C. Rumusan masalah 
D. Tujuan penelitian 
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E. Manfaat penelitian 
F. Kajian Pustaka 
G. Definisi Operasional 
BAB II TINJAUAN TEORITIS 
A. Peraturan Daerah (PERDA) 
B. Pajak dan Retribusi 
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
D. Pajak daerah dan retribusi daerah 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitin 
B. Metode Pendekatan 
C. Populasi dan Sampel 
D. Jenis dan sumber data 
E. Metode pengumpulan data 
F. Instrumen Penelitian 
G. Teknik pengelolaan dan analisis data 
H. Pengujian Keabsahan Data 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
B. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pinrang  
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C. Kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Implikasi 
DAFTAR PUSTAKA 
RIWAYAT HIDUP 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Peraturan Daerah (PERDA) 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan 
Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung 
kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas: 
a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. 
Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan 
persetujuan bersama Gubernur. 
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota 
tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD 
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap 
Peraturan Daerah Provinsi. 
  Rancangan Peraturan Daerah/Raperda dapat berasal dari DPRD atau       
Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan 
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oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda 
yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 
KepalaDaerah.
1 Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama 
Gubernur atau Bupati/Walikota.Pembahasan bersama tersebut melalui 
tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan 
DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. 
Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau 
Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau 
Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling 
lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.Raperda tersebut disahkan 
oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka 
waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur 
atau Bupati/Walikota.Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut 
disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, 
maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik 
di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan di dalam Undang-Undang 
                                                          
1 Peraturan Daerah Perda, http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-daerah-
perda.html.  di akses pada tanggal 13 Desember 2016 pukul 23 : 57 WITA. 
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Nomor 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang peraturan 
daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 
kabupaten/kota.Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedang peraturan daerah 
Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan 
bersama Bupati/Walikota. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan 
Daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.  
Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk perturan perundang-
undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. 
Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode 
dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentuka peraturan 
perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011. 
Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom 
dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang 
dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
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Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Definisi Perda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang 
dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah  peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah. 
Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah  peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. 
Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan 
bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta ayat (3) Perda 
yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing 
daerah. 
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2. Syarat berdirinya perda 
Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni 
Kepala Daerah dan DPRD. Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan 
Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. 
Selanjutnya, Rancangan Perda harus mendapat persetujuan bersama DPRD 
dan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa 
persetujuan bersama, rancangan perda tidak akan dibahas lebih lanjut. 
3. Landasan Pembentukan Perda 
Dalam Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3  landasan 
yaitu: 
a. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau 
ideologi negara; 
b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi 
atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa 
kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, 
kecenderungan, dan harapan masyarakat; 
c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan 
dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan 
materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak 
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 
Mengingat perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang 
bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda. Oleh karena itu, 
perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak 
dalam  masyarakat. 
B. Pajak dan Retribusi 
1. Pajakdan ruang lingkupnya 
a. Definisi Pajak 
Berbicara mengenai Pajak dan retribusi, dapat dijumpai atau 
ditemukan berbagai definisi. Berkaitan dengan definisi pajak itu 
sendiri, pengertian pajak beraneka ragam tergantung  dari sudut kajian 
bagi mereka yang merumuskannya. Liberty Pandiangan dalam 
bukunya, Aderson mengemukakan bahwa “ tax is a compulsory 
contribution, levied by the state (in the broadsense) upon persons 
property income and privileges for purposes of defraying the expences 
of goverment “ Artinya Pajak adalah pembayaran yang bersifat 
memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan 
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 seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran  
pemerintah.2 
Dalam buku karangan Liberty Pandiangan, Bohari menyatakan 
bahwa melihat definisi yang di kemukakan oleh para sarjana, maka 
“unsur-unsur” yang terdapat dalam definisi tersebut sebagai berikut:3 
1) Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian 
kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa 
pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara. 
2) Perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam 
arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan 
sendirinya dapat dipaksakan. 
3) Perpindahan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan yang 
dibuat oleh pemerintha yang berlaku umum. 
4) Tidak ada jasa timbal yang dapat ditunjuk. Artinya bahwa antara 
pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan 
langsung.  
5) Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum yang berguna bagi rakyat, seperti pembuatan 
jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk 
ABRI, dan lain-lain. 
                                                          
2Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, h. 22 
3Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, h. 23 
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Dalam kamus hukum, pajak (Belasting) ialah pungutan wajib 
yang harus dibayar penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara 
atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli 
barang, dan sebagainya, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.4 
Jadi pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak tanpa 
tegen prestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga 
penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat pajak. Sifat yang dimiliki 
oleh pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek 
penagihannya dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi 
maupun sanksi pidana.   
b. Fungsi Pajak 
Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:5 
1) Fungsi finansial (Fungsi Budgeter) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
 
 
                                                          
4Dzulkifli umar dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law (Surabaya: Grahamedia 
Press, 2012), h. 313 
5
 Waluyo, Perpajakan Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 6 
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2) Fungsi mengatur (Fungsi Regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
c. Pengelompokkan Pajak 
 Secara hukum, pajak di Indonesia  dapat dilakukan 
pengelompokkan berdasarkan kebutuhan negara dalam membiayai 
pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang. Karena pajak 
merupakam sumber pendapatan negara maupun daerah, maka perlu 
adanya pengelompokkan sebagai berikut: 
1) Menurut golongan 
Pajak menurut golongan terbagi atas dua yaitu pajak langsung dan 
Pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang 
penagihannya dilakukan secara berkala (periodik) berdasarkan 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak menerbitkan 
surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat 
ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Sedangkan, pajak tidak 
langsung adalah pajak yang penagihannya dilakukan secara tidak 
berkala (isidentil) dan pada umumnya tidak berdasarkan surat 
tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat 
ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 
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2) Menurut sifatnya 
Pajak menurut sifatnya terbagi atas dua yaitu pajak Objektif dan 
Pajak Subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang penagiannya 
bergantung pada objek yang dikenakan pajak dengan berpatokan 
pada keadaan, perbuatan atau kejadian yang terjadi saat itu. 
Sedangkan pajak subjektif adalah pajak yang penagihannya 
bergantung pada subjek yang dikenakan pajak terkait keadaan diri 
wajib pajak yang dapat memengaruhi besar kecilnya jumlah pajak 
yang wajib dibayar.6 
3) Menurut lembaga pemungutannya 
a) Pajak pusat adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah pusat 
serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang 
ditugasi mengelola pajak-pajak pusat. Pajak yang tergolong 
sebagai pajak pusat yaitu Pajak penghasilan, Pajak 
pertambahan nilai barang dan jasa, Pajak penjualan atas 
barang mewah, Bea meterai, Bea masuk, Cukai. 
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
daerah.Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan 
pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi yaitu 
Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan 
                                                          
6Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, h. 27 
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bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air 
permukaan, Pajak rokok. Sedangkan, pajak daerah 
kabupaten/kota yaitu Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak 
hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak 
mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air 
tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan.7 
4) Menurut ruang lingkupnya 
Terdapat dua yaitu Pajak dalam arti luas dan pajak dalam arti 
sempit. Pajak dalam arti luas adalah semua jenis pajak yang 
dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea meterai, bea masuk 
dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Sedangkan, pajak dalam arti sempit adalah pajak yang dipungut 
oleh pemerintah pusat (tanpa bea meterai, bea masuk dan cukai) 
dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang pajak 
daerah.8 
 
                                                          
7Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, h. 26 
8Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, h.25 
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d. Teori Pemungutan Pajak 
1) Teori asuransi 
Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya  oleh karena 
itu rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak. Tapi 
sebetulnya negara memberikan ganti rugi andaikan terjadi musibah. 
2) Teori kepentingan 
Pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara. 
Makin banyak membutuhkan kepentingan, maka besar pula 
pajaknya. 
3) Teori gaya pikul 
Bahwa pajak dibayar sesuai  dengan gaya pikul seseorang, dan 
untuk mengukur gaya pikul, selain besarnya penghasilan dan 
kekayaan juga besarnya pengeluaran seseorang. Gaya pikul adalah  
besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan 
kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang 
mutlak untuk kebutuhan yang primer.  
4) Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti) 
Berlawanan pada ketiga teori diatas bahwa: 
Negara dibentuk karena ada persekutuan individu. oleh karena itu 
individu harus membaktikan dirinya pada negara berupa 
pembayaran pajak. Dasar hukum pajak adalah terletak dalam 
hubungan  rakyat dengan negara.  
27 
 
27 
 
5) Teori asas gaya beli 
Teori ini menitikberatkan  pada fungsi mengatur dari pungutan 
pajak.9 
Berbeda dengan pendapat R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya 
Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari 
adanya pemungutan pajak, yaitu: 10 
1) Teori Asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk 
melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan 
jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan 
tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam  perjanjian 
asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak 
ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini 
banyak ditentang kareana negara tidak boleh disamakan dengan 
perusahaan asuransi. 
2) Teori Kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak 
adalah adanya kepentingan  dari masing-masing warga negara. 
Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. 
Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin 
tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak 
ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan 
                                                          
9Hamdan Aini, Perpajakan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 3-4 
10Jamaluddin M, Pengantar Perpajakan  (Makassar: Alauddin Press, 2011),  h. 20 
28 
 
perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada 
perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan  lain-lain. Bahkan  
orang yang miskin justru dibebaskan dari beban  pajak. 
e. Asas Pemungutan Pajak 
Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli, untuk 
mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli mengemuka-
kan tentang asas pemungutan pajak. 
  Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations 
dengan ajaran yang terkenal “ The Four Maxims”, asas pemungutan 
pajak adalah sebagai berikut:11 
1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 
keadilan), pungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai 
dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak 
boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 
2) Asas Certainty (asas kepastian hukum), semua pungutan pajak 
harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar 
akan dapat dikenai sanksi hukum. 
3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat 
waktu atau asas kesenangan), pajak harus dipungut pada saat yang 
tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat 
                                                          
11Jamaluddin M, Pengantar Perpajakan,  h. 13 
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wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak 
menerima hadiah. 
4) Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonmis), biaya pemungutan 
pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya 
pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah 
 sebagai berikut.12 
1) Asas daya pikul, yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus 
berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi 
penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 
2) Asas manfaat, yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus 
digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan 
umum. 
3) Asas kesejahteraan, yaitu pajak yang dipungut oleh negara 
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
4) Asas kesamaan, yaitu dalam kondisi yang sama antara wajib pajak 
yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah 
yang sama (diperlakuan sama). 
5) Asas beban yang sekecil-kecilnya, yaitu pemungutan pajak 
diusahakan sekecil-kecilnya jika dibandingkan dengan nilai objek 
pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.   
                                                          
12Jamaluddin M, Pengantar Perpajakan,  h. 15  
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f. Pemungutan Pajak 
Dalam hal pemungutan pajak ada tiga jenis sistem pemungutan 
pajak, yaitu: 
1) Official Assessment System 
Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib 
pajak. Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
b) Wajib pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2) Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada wajib pajak ntuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
wajib pajak sendiri. 
b) Wajib pajak aktif, mulai dari enghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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3) Witholding System  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak.Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang 
terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.13 
Berdasarkan jenis-jenis sistem pemungutan pajak yang telah 
disebutkan diatas, sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini di negara 
kita adalah self assessment system dimana wajib pajak berkewajiban 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak 
terutangnya. Apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya 
maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
g. Syarat Pembuatan Undang-Undang Pajak 
Adapun beberapa syarat pembuatan Undang-Undang Pajak 
sebagai berikut.14 
1) Syarat Yuridis 
a) Pajak itu harus adil, pembayaran pajak harus sesuai dengan 
kekuatan membayar dengan memperhatikan keadaan pribadi, 
                                                          
13Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: Andi, edisi revisi, cetakan kedelapan belas, 2012), 
h. 7 
14Hamdan Aini, Perpajakan,  h. 7 
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seperti banyaknya tanggungan keluarga, dan telah diatur oleh 
Undang-Undang. 
b) Keadilan dalam pelaksanaanya, dalam pelaksanaanya Undang-
Undang Pajak harus diawasi agar pegawai tidak bertindak 
sewenang-wenang. Hak wajib pajak dijungjung tinggi. 
2) Syarat ekonomis 
a) Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat. 
b) Pajak tidak boleh menghambat laju perdagangan dan 
perindustrian. 
c) Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat. 
d) Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat. 
3) Syarat keuangan (finansial) 
a) Pajak yang dipungut hendaknya dapat menutup sebahagian 
pengeluaran negara. 
b) Pemungutan pajak tidak menelan biaya besar. 
2. Retribusi 
 Selain Pajak dikenal pula Retribusi, di dalam ketentuan Pasal 23A 
UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas diatur mengenai Pajak, 
berbeda dengan retribusi yang tidak diatur secara tegas, tetapi keduanya 
diatur secara terpisah dengan undang-undang. Hal ini didasarkan bahwa 
pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan 
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perbedaaan antara pajak yang berdiri sendiri dengan retribusi sebagai bagian 
dari pungutan yang bersifat memaksa. 
 Muhammada Djafar Saidi dalam bukunya, Retribusi menurut 
Munawir ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat 
jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.Paksaan disini bersifat ekonomis 
karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak 
dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar, dan retribusi air 
minum. 15 Retribusi (Retribution) merupakan uang iuran yang dibayarkan 
sebagai pengganti jasa pemerintah telah memberikan ijin sesuatu kepada 
pemakai, atau suatu pungutan dimana terdapat timbal balik  secara langsung 
kepada setiap pembayar retribusi. 16 Jadi retribusi adalah pungutan oleh 
pejabat retribusi kepada wajib retribusi  yang bersifat memaksa dengan tegen 
prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. 
3. Perbedaan Pajak dan Retribusi 
Perbedaan Pajak dan Retribusi adalah sebagai berikut: 
a. Kontra prestasi; pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara 
langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pajak 
kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. 
b. Balas jasa pemerintah; pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk 
umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar 
                                                          
15Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, h.24 
16Dzulkifli umar dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law, h. 344 
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pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi 
balas jasa negara/ pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh 
pihak yang melakukan pembayaran retribusi. 
c. Sifat pemungutannya; pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk 
setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara 
itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati 
jasa pemerintah yang dapat ditunjuk. 
d. Sifat pelaksanaan; pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan 
yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan, 
yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan sesuatu jasa tertentu dari 
pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi 
bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak 
yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan 
pajak, sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap 
orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik 
berupa sanksi pidana maupun denda. 
e. Lembaga atau badan pemungutannya; pajak dapat dipungut oleh 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya 
dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 
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C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali 
sumber keuntungan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian 
pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintah dan 
pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya. 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah 
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan suatu 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli 
Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang 
diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh dari 
subsidi atau dari pihak ketiga atau pinjaman daerah. 
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan 
daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 
Pasal sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan 
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pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak 
dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Sebagaimana 
juga telah di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 
Pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dariPendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain-lain 
Penerimaan yang sah.17Penerimaan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak, 
retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 
daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, 
serta pinjaman lain-lain. Dana perimbangan terdiri dari : 
a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) dan 
penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) 
b. Dana Alokasi Umum (DAU) 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK). 
DAU untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan 
berdasarkan perkalian jjumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota 
yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupatren/kota yang 
bersangkutan. Porsi daerah kabupaten/kota merupakan proporsi bobot 
                                                          
17HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, h. 110-112 
37 
 
37 
 
daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua 
daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dana Alokasi khusus (DAK) 
dapat dialokasikan dari APBN daerah tertentu untuk membantu membiayai 
kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. 
Kebutuhan khusus itu adalah Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan 
dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau Kebutuhan yang 
merupakan komitmen atau prioritas nasional DAK sebagaimana dimaksud 
termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Dana reboisasi dibagi dengan 
imbangan: 
a. Empat puluh persen dibagikan kepada pemerintah daerah penghasil 
sebagai DAK. 
b. Enam puluh persen untuk pemerintah pusat. 
Pengelolaan keuangan daerah tersebut ditentukan harus dilakukan 
secara efisien, efektif, traansparan, akuntabel, tertib, adil patut, dan taat 
pada peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku, baik bagipemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.18 
 
 
 
 
                                                          
18Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Ed. 2, Cet. 2, h. 263 
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D. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
1. Pajak daerah 
a. Pengertian Pajak daerah 
Menurut kamus hukum pajak daerah merupakan iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yag berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.19 
Dalam buku karangan Muhammad Djafar Saidi, Pajak daerah 
adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya 
dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. 
Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh 
pemerintah pusat agar tidak terjadi pajak ganda nasional yang dapat 
memberatkan wajib pajak.20  Jadi pajak daerah adalah iuran yang wajib 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selain 
pajak pusat adapula Pajak  pusat yang diserahkan kepada daerah yaitu 
pajak bumi dan bagunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak 
                                                          
19Dzulkifli umar dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law, h. 314 
20Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, h.26 
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atas tanah dan bangunan.penyerahan kedua jenis pajak tersebut di 
dasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pajak daerah terbagi atas pajak 
daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.  
b. Jenis Pajak Daerah 
Pajak daerah terdiri dari : 
1) Pajak Propinsi, yaitu Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama 
kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak 
air permukaan, Pajak rokok. 
2) Pajak kabupaten/kota yaitu Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak 
hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral 
bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang 
burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, 
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
c. Fungsi Pajak Daerah 
Sebagaimana fungsi pajak pada umumnya, pajak daerah 
mempunyai fungsi utama namun yang membedakan pajak pada umumnya 
diperuntukan untuk negara sedangkan pajak daerah untuk daerah sebagai 
pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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2. Retribusi daerah 
a. Pengertian retribusi  
Retribusi merupakan uang iuran yang dibayarkan sebagai pengganti 
jasa pemerintah telah memberikan ijin sesuatu kepada pemakai, atau suatu 
pungutan dimana terdapat timbal balik  secara langsung kepada setiap 
pembayar retribusi. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia 
diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 
pasal 108 ayat (1). Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan 
retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah dengan objek yaitu retribusi jasa umum, retribusi 
jasa usaha, dan retribusi prizinan tertentu. 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 
pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk 
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah 
kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 
keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah 
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ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah  ditetapkan dan sesuai 
dengan aspirasi masyarakat.21 
b. Objek Retribusi Daerah 
Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang di sediakan 
oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah 
daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa 
tertentuyang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai 
objek retribusi.22Objek retribusi daerah tersebut dikelompokkan kedalam 
tiga golongan, yaitu:  
1) Jasa umum, Yaitu  pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh 
pejabat retribui untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat di nikmati oleh orang atau badan hukum mapun bukan 
badan hukum. Adapun jenis retribusi umum yaitu: 
a) Retribusi pelayanan kesehatan 
b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 
c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil 
d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 
e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
f) Retribusi pelayanan pasar 
                                                          
21Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, h. 
63 
22Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, h. 
64 
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g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor 
h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 
i) Retribusi penggantian biaya cetak peta 
j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kasus 
k) Retribusi pengolahan limbah cair 
l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang 
m) Retribusi pelayanan pendidikan 
n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 
2) Jasa usaha, yaitu pelayanan yang di sediakan oleh pejabat retribusi 
dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan 
dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 
dimanfaatkan secara optimal, pelayanan oleh pemda sepanjang 
belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi 
jasa usaha sebagai berikut: 
a) Retribusi pemakaian kekayaan alam 
b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 
c) Retribusi tempat pelelangan 
d) Retribusi terminal 
e) Retribusi tempat khusus parkir 
f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa 
g) Retribusi rumah potong hewan 
h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan 
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i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 
j) Retribusi penyeberangan di air 
k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 
3) Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan oleh pejabat retribusi 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu 
sebagai berikut: 
a) Retribusi izin mendirikan bangunan 
b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 
c) Retribusi gangguan 
d) Retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan. 
c. Subjek Retribusi Daerah 
Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut; 
1) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang 
bersangkutan, 
2) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang 
bersangkutan, 
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3) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif (field 
research), yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah. Kemudian secara empiris mengkaji kenyataan yang terjadi 
di masyarakat tentang pengelolaan dari pajak daerah dan retribusi daerah 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk 
memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik. 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di wilayah 
Kabupaten Pinrang dan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang. Alasan memilih lokasi 
penelitian ini dikarenakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah merupakan instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan yang 
mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pinrang. 
Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 53 
Tahun 2012 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 
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B. Metode Pendekatan 
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok 
permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan 
yuridis-empiris. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris berarti 
penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi 
dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan 
secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.  
C. Populasi dan Sampel 
Populasi pada umumnya berarti keseluruhan obyek penelitian, maka 
mencakup semua elemen yang terdapat dalam wilayah penelitian. Suhar Simiari 
Kunto mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau 
semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.
1Populasi penelitian ini, yaitu masyarakat kabupaten Pinrang (wajib pajak). 
Adapun sampel adalah sebahagian dari populasi. Sampel ditetapkan untuk 
menjadi wakil dari populasi yang diteliti. Sugiyono menyebutkan bahwa sampel 
adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut. 2 Sedangkan menurut Muhammad Ali bahwa sampel adalah dalam 
melaksanakan penelitian adakalanya mengambil sebagian saja dari keseluruhan 
                                                          
1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Cet XI; Jakarta: 
BumiAksara, 1993), h.144. 
2Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Cet.XIII; Bandung: Alfabeta, 2006),h.55. 
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objek yang diteliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. 3 Sampel dalam 
penelitian ini adalah Kepala/Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangandan Asset Daerah Kabupaten Pinrang dan masyarakat di tiga 
Kecamatan di Kabupaten Pinrang, yaitu Kec. Watang Sawitto, Kec. Paleteang, 
dan Kec. Lembang selaku ( wajib pajak). 
Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sampel adalah perwakilan dari sejumlah populasi yang akan diteliti berdasarkan 
pertimbangan tetentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah Kepala 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang 
dan masyarakat atau selaku wajib pajak dan pengguna jasa retribusi. 
D. Jenis Sumber data 
 Jenis sumber data yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya atau 
dari hasil wawancara yang di peroleh yang dianggap sangat berpotensi 
dalam memberikan data yang relevan dan sebenarnya dilapangan. 
 
 
 
                                                          
3 Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi (Bandung: PT Aksara, 
1985), h.54. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, Undang-Undang dan 
berbagai sumber lainnya 
E. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Wawancara 
        Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan atara dua (2) 
orang atau lebih secara langsung, Kegiatan ini merupakan salah satu 
metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui 
kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) 
dengan sumber data (responden). 4 Wawancara dilakukan untuk 
memperoleh data guna kelengkapan data-data yang di peroleh 
sebelumnya. 
2. Observasi  
        yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan pada objek penelitian ini 
untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal 
                                                          
4Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 72. 
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yang di teliti. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhdap objek penelitian.5 
3. Kuesioner (Angket) 
 Kegiatan ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dngan 
memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 
dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.6 
4. Dokumentasi  
Telaah Dokumen yaitu mengkaji atau pengambilan data melalui  
dokumen-dokumen baik berupa buku-buku referensi, catatan harian,  
dokumen pemrintah,  Undang-undang maupun data di server dan data 
yang tersimpan di website yang berhubungan dengan penelitian yang 
penulis lakukan. 
F. Instrumen Penelitian 
 Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat memasuki tahap pengumpulan data dilapangan, yaitu: 
1. Daftar Pertanyaan 
2. Alat tulis,  ballpoint dan kertas 
3. Alat rekam, yaitu smartphone sekaligus berfungsi sebagai alat 
dokumentasi.  
 
                                                          
5Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah  (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2011), h. 140 
6Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, h.139 
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G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, 
atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan 
analisis. 
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencari simpulan dari data yang 
direduksi dan disajikan . 
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik. 
Kemudian data yang diperoleh dari responden, responden dalam lingkup 
pemerintahan maupun masyarakat disajikan secara kuantitatif atau dalam 
bentuk angka dengan model penyajian dalam bentuk tabel dengan 
menggunakan analisis statistik sebagai berikut: 
P =  𝐹𝑁  × 100% 
Keterangan : P = Persentase (%) 
         N = Jumlah sampel/responden 
          F = Frekuensi jawaban responden.7 
                                                          
7Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press), 1986), h. 268 
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Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teknik 
analisis efektivitas yaitu menghitung efektivitas dengan mengukur 
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
dengan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut 
Mardiasmo, untuk menghitung efektivitas tersebut digunakan rumus sebagai 
berikut: 
1. Efektivitas Pajak Daerah 
   Efektivitas =  𝑅௘௔௟௜௦௔௦௜𝑃௔௝௔௞ௗ௔௘௥௔ℎ𝑇௔௥𝑔௘௧𝑃௔௝௔௞ௗ௔௘௥௔ℎ   × 100% 
2. Efektivitas Retribusi Daerah 
Efektivitas =  𝑅௘௔௟௜௦௔௦௜𝑅௘௧௥௜௕௨௦௜ௗ௔௘௥௔ℎ𝑇௔௥𝑔௘௧𝑅௘௧௥௜௕௨௦௜ௗ௔௘௥௔ℎ   × 100% 
Perhitungan efektivitas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan 
retribusi daerah 4 tahun terakhir. Apabila menunjukkan hasil persentase yang  
semakin besar dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah efektif, 
demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan 
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang tidak efektif. 
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Adapun rasio efektivitas sebagai berikut, 
>100%   =   Sangat Efektif 
81% - 100% =   Efektif 
71% - 80% =  Cukup Efektif 
61% - 70% =  Kurang Efektif 
< 60 %  =  Tidak Efektif 
H. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi 
sebagai berikut: 
a. Deskriftif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip, 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum 
b. Komperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk 
membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang 
mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan 
kerancuan 
c. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
A. Gambaran  Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pinrang 
Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang 
berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas 
wilayah 1.961,77 km2 yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 
kelurahan yang terdiri dai 86 lingkungan dan 189 dusun. 
Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang 
di masyarakat Pinrang sendiri.Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa 
Bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". 
Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah 
yang sering tergenang dan berawa.Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja 
Sawitto bernama “La Dorommeng La Paleteange”, bebas dari pengasingan dari 
kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah 
raja berubah dan mereka berkata "Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa", 
yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat 
menyebut daerah tersebut sebagai Pinra yang artinya berubah, kemudian lambat laun 
menjadi Pinrang. 
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Sumber lain mengatakan pemukiman Pinrang yang dahulu rawa selalu 
tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas 
genangan air, dalam bahasa Bugis disebut "Pinra-Pinra Onroang". Setelah 
menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: Pinra-pinra. 
Masa penjajahan, Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari Onder Afdeling 
Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat 
kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, 
Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan 
Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto). 
Selanjutnya Onder Afdeling Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi 
Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi 
Kabupaten Pinrang. 
Masa kemerdekaan, pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi 
Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swantantra yang 
dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling. Perubahan adalah kata afdeling 
menjadi swatantra dan Onder Afdeling menjadi kewedaan. Dengan perubahan 
tersebut maka Onder Afdeling Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang 
membawahi empat swapraja dan beberapa distrik. 
Peresmian Pinrang  menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya 
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959. Secara yuridis formal 
Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah Pada tanggal 28 
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Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 
yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena 
pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi 
maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang. 
Kabupaten Pinrang secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, 39 Kelurahan, dan 
69 Desa. Adapun12 Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Watang Sawitto (Ibukota 
Kabupaten), Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro Sompe, 
Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan 
Cempa, Kecamatan Patangpanua dan Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua, 
Kecamatan Lembang. 
1
 
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah (DPPKAD) 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten 
Pinrang. Dinas PPKAD beralamat di Jalan Bintang No.1 Kab.Pinrang.  
Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD, berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten 
Pinnrang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Plaksanaan Peraturan Daerah  Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah 
                                                          
1Kabupaten Pinrang, http://www.pinrangkab.go.id/. di akses pada tanggal 27 Maret 2017 
pukul 22 : 57 WITA. 
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Kabupaten Pinrang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Pinrang, Tugas pokok (bagian pertama tugas pokok dan fungsi, pasal 363) 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah melaksanakan sebagian 
kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan 
tugas pembantuan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi 
tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.  
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DPPKAD  Kabupaten 
Pinrang mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pendapatan 
pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pendapatan pengelolaan keuangan daerah 
3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan 
kewenangannya 
4. Pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, 
perlengkapan dan peralatan 
5. Pengelolaan Unit  Pelaksanaan Teknis Dinas 
6. Pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas da 
fungsinya. 
Susunan organisasi dan tata kerja untuk melakukan tugas pokok dan fungsi 
yang berwenang dalam menangani Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 
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Daerah Kabupaten Pinrang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 53 tahun 
2012 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Adapun strukturorganisasi dan tata kerja 
DPPKAD Kabupaten Pinrang sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari 
1. Sub Bagian Perencanaan  
2. Sub Bagian Keuangan 
3. Sub Bagian Umum 
c. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari 
1. Seksi Dana Perimbangan  
2. Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
3. Seksi lain-lain Pendapatan yang sah 
d. Bidang Asset, terdiri dari 
1. Seksi Kebutuhan dan Distribusi 
2. Seksi Penilaian 
3. Seksi Penghapusan 
e. Bidang Pembiayaan (Pengelolaan Keuangan), terdiri dari 
1. Seksi Anggaran 
2. Seksi otoritas dan Verifikasi 
3. Seksi Perbendaharaan 
f. Bidan Akuntansi, Terdiri dari 
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1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 
2. Seksi Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Asset 
3. Seksi Monitoring, Evaluasi Keuangan Asset 
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
h. Kelompok Jabatan Fungsional.2 
Berikut uraian Tugas Lingkup Dinas yang memiliki kewenangan dalam 
mengurusi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagagai berikut. 
1. Kepala Dinas 
Kepala DPPKAD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan 
dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta 
memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf pelaksana 
DPPKAD.3 
2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melakukan urusan menyurat, 
pendistribusian, perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan, dan urusan 
umum.  
1) Sub Bagian Perencanaan 
2) Sub Bagian Keuangan 
                                                          
2Peraturan Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas pokok, 
Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), 
Bab II Susunan Organisasi, Pasal 2. 
3Peraturan Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas pokok, 
Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), 
Bab III Susunan Organisasi, Pasal 3 
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3) Sub Bagian Umum 
3. Bidang Pendapatan Daerah 
Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli 
daerah dan perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah 
1) Seksi Dana Perimbangan 
Mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penagihann, 
penatausahaan dana perimbangan yang berasal dari pusat maupun 
provinsi. 
2) Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendapatan, pendaftaran, 
pemantapan, dan pungutan pajak atas revisi data tentang sumber-
sumber penerimaan dana lainnya. 
3) Seksi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 
Memiliki tugas melaksanakan perhitungan, penagihan, pendataan dan 
penata usahaan atas sumber lain pendapatan yang sah.  
4. Bidang Asset  
Bidang asset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan 
tekhnis dan menyusun pedoman standarisasi, perencanaan, pengadaan, 
penghapusan pelelangan inventarisasi dan pengendalian, pengawasan, 
pengelolaan asset serta pembelian administrasi barang. Bidang ini terdiri dari 
beberapa seksi, yaitu: 
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1) Seksi Kebutuhan dan Distribusi 
2) Seksi Penilaian 
3) Seksi Penghapusan 
5. Bidang Pembiayaan (Pengelolaan Keuangan) 
Bidang pembiayaan (pengelolaan keuangan) mempunyai tugas 
menghimpun dan menyiapkan serta mengkoordinasikan penyusunan program, 
penyusunan anggaran pokok dan perubahan APBD, menatausahakan 
perbendaharaan dan gaji serta membina administrasi pengelolaan keuangan.  
1) Seksi Anggaran 
2) Seksi Otorisasi dan Verifikasi 
3) Seksi Perbendaharaan 
6. Bidang Akuntasi 
Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, 
pencatatan dan melakukan pembinaan kepada bendahara, mengkoordinasikan 
pengelolaan data penerimaan dan pengeluaran baik secara manual maupun 
secara elektronik yang berbasis pada sistem akuntasi serta menyusun laporan 
keuangan. Bidang ini terdiri dari beberapa seksi, yaitu: 
1) Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 
2) Seksi Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Asset 
 Demikian susunan organisasi dan uraian tugas lingkup Dinas PPKAD 
sebagaimana tersebut diatas, Maka dinas PPKAD Kabupaten Pinrang dipimpin oleh 
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seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati Pinrang. 
B. Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang Tahun (2013 S/D 
2016) 
1. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pinrang. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas PPKAD Kabupaten 
Pinrang dapat diketahui bahwa sejatinya pajak daerah dan retribusi daerah yang 
ada di Kabupaten Pinrang dipungut berdasarkan Perda nomor 28 tahun 2009. 
Namun seiring dengan efektifnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perda tersebut dicabut dan dihapuskan. 
Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, terdapat beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut 
setiap tahunnya. Namun didaerah Kabupaten Pinrang, pajak yang dipungut 
pemerintah daerah ditegaskan dengan adanya perda tersendiri yang mengatur 
mengenai jenis pajak daerah tersebut. Setiap perda mengatur jenis pajak tertentu 
dan setiap SKPD diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur pajak 
tersebut. 
Melalui wawancara dengan bapak Yosep Pao, umur 55 tahun, jabatan 
Kepala Bagian Hukum Setda Pinrang, mengemukakan bahwa, 
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“Untuk masalah perda pajak dan retribusi itu kita melaksanakan amanat 
dari undang-undang, tidak serta merta dibuat begitu saja. Amanatnya 
jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, semuanya sudah ada disitu. Setelah Undang-
Undangnya terbit, kabupaten kota mempunyai kewajiban untuk 
menyesuaikan regulasi daerah dengan undang-undang itu. Respon 
masyarakat dengan adanya perda pajak dan retribusi yang saya paham 
tentang pajak dan retribusi ini, pada saat penerbitan ada yang kami 
lakukan bersama tim yaitu melakukan sosialisasi, tapi itu tidak menjadi 
tolak ukur bahwa yang hadir pada saat itu. Tapi pemahaman dari masing-
masing masyarakat akan pentingnya membayar pajak ataupun retribusi 
kepada daerah”.4 
 
Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data daftar Perda pajak yang ada di 
Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang, yaitu 
sebagai berikut. 
a. Perda Nomor 4 Tahun 2011/13 Mei 2011 tentang Pajak Hotel, instansi 
Pengelola adalah Dinas PPKAD. 
b. Perda Nomor 7 Tahun 2011/13 Mei 2011 tentang Pajak Restoran, instansi 
Pengelola adalah Dinas PPKAD. 
c. Perda Nomor 3 Tahun 2011/13 Mei 2011 tentang Pajak Hiburan, instansi 
Pengelola adalah Dinas PPKAD. 
d. Perda Nomor 2 Tahun 2011/13 Mei 2011 tentang Pajak Reklame, instansi 
Pengelola adalah Dinas PPKAD. 
e. Perda Nomor 6 Tahun 2011/13 Mei 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, 
instansi Pengelola adalah Dinas PPKAD. 
                                                          
4Yosep Pao, Kepala Bagian Hukum Setda Pinrang, wawancara, Pinrang 29 Maret 2017  
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f. Perda Nomor 5 Tahun 2011/13 Mei 2011 tentang Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan, instansi Pengelola adalah Dinas PPKAD. 
g. Perda Nomor 1 Tahun 2011/18 April 2011 tentang Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), instansi Pengelola adalah Dinas 
PPKAD. 
h. Perda Nomor 2 Tahun 2013/8 Juli 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan instansi Pengelola adalah Dinas 
PPKAD.5  
Berdasarkan daftar jenis perda pajak daerah Kabupaten Pinrang tersebut, 
maka ada 8 jenis Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kabupaten Pinrang 
hingga saat ini. Keseluruhan perda tersebut dikelola oleh instansi Dinas PPKAD. 
Pembuatan perda tersebut didasarkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 28 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 
2009 pasal 2 ayat 2 telah disebutkan jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak 
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,pajak penerangan jalan, pajak 
mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung 
walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas 
tanah dan bangunan. Dari jenis pajak yang diamanatkan oleh undang-undang, tidak 
semua jenis pajak daerah tersebut dipungut di Kabupaten Pinrang, hal ini didasarkan 
dengan melihat potensi-potensi yang ada di daerah Kabupaten Pinrang. 
                                                          
5
 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD)  Kabupaten 
Pinrang. 
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Melalui wawancara dengan ibu Sitti Naharia, umur 42 tahun, jabatan Kepala 
Seksi PAD, Dinas PPKAD Kab. Pinrang mengemukakan bahwa, 
“Jenis pajak yang di pungut di Kabupaten Pinrang didasarkan pada Undang-
UndangNomor 28 Tahun 2009 dan Perda tersendiri yang mengatur mengenai 
Pajak Daerah tersebut. Namun tidak serta merta pajak yang ada didalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dipungut di Kabupaten Pinrang di 
karenakan dianggap belum mempunyai potensi yang signifikan. Jadi 
menurutnya, pajak daerah yang ada di Kabupaten Pinrang tidak semua jenis 
pajak dan retribusi yang ada di Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
diterapkan di Kabupaten Pinrang. Sebagai contoh pajak air tanah dan pajak 
sarang burung walet, belum diterapkan di wilayah Kabupaten Pinrang 
dikarenakan dianggap belum mempunyai potensi- potensi untuk dikenai 
pajak”.6 
 
Penerapan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi tersebut, di 
Kabupaten Pinrang sejatinya sudah diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai dengan 
Amanat Undang-Undang tersebut. Berbeda dengan perda pajak daerah, perda 
retribusi daerah yang diterapkan di Kabupaten Pinrang terdiri dari beberapa perda 
yang berdiri sendiri mengatur bidang nya masing-masing dan dikelola oleh masing-
masing SKPD. Berikut ini adalah daftar perda mengenai retribusi yang ada dan 
berlaku di Kabupaten Pinrang. 
a. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB), instansi Pengelola adalah Dinas Penkerjaan Umum (PU). 
                                                          
6Siti Nahariah, Kepala Seksi PAD, wawancara, Pinrang 23 Maret 2017 
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b. Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan dan/atau Penyediaan / Penyedotan Kakus, instansi Pengelola 
adalah Dinas KPK. 
c. Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman 
dan Pengabuan mayat, instansi Pengelola adalah Dinas KPK. 
d. Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran, instansi Pengelola adalah Dinas KPK. 
e. Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, instansi 
Pengelola adalah  Perindagem. 
f. Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor, instansi Pengelola adalah Dinas Perhubungan. 
g. Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, instansi 
Pengelola adalah Dinas Perhubungan. 
h. Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, instansi 
Pengelola adalah Dinas Perhubungan. 
i. Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, 
instansi Pengelola adalah Dinas Perhubungan. 
j. Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, instansi 
Pengelola adalah Pemerintahan. 
k. Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah, instansi pengelola adalah PU, BLH, Bagian Keuangan. 
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l. Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga, instansi pengelola adalah Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata. 
m. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, 
instansi pengelola adalah Dinas Peternakan.7 
 Berdasarkan daftar jenis perda retribusi daerah Kabupaten Pinrang tersebut, 
sedikitnya terdapat 13 jenis peraturan daerah menyangkut retribusi di Kabupaten 
Pinrang, setiap jenis perda tersebut dikelolah oleh instansi atau SKPD masing-
masing. Contohnya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dikelola oleh Dinas 
Pekerjaan Umum (Dinas PU) dan sebagainya. 
 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, pasal 108 ayat 1, objek retribusi terdiri atas jasa umum, jasa usaha, 
dan perizinan tertentu.8Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan adanya perda pajak dan 
retribusi, tentunya ada berbagai masalah atau faktor  yang menjadi penghambat dalam 
penerpannya. Hal tersebut coba peneliti jabarkan sebagai berikut. 
a. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Perda Pajak Daerah dan  
 Retribusi Daerah 
Melihat realitas yang terjadi di Kabupaten Pinrang tentang penerapan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah,  
tentunya memiliki faktor penyebab sehingga masih terdapat masyarakat  yang belum 
                                                          
7
 Sub. Bagian Hukum Setda Pinrang. 
8Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pasal 108 ayat 1. 
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mengetahui atau tidak membayar pajak kepada daerah ataupun retribusi daerah. Dari 
beberapa kendala yang dihadapi Dinas PPKAD seperti kurangnya tenaga kerja dan 
minimnya infrastruktur tentunya juga terdapat faktor penyebab masyarakat tidak 
melakukan pembayaran pajak daerah ataupun retribusi daerah yang merupakan hal 
yang sangat penting untuk dilakukan. 
Melalui wawancara dengan salah satu pegawai Dinas PPKAD yaitu bapak 
Lamutti, umur 62 tahun, jabatan Kepala Bagian Pendapatan Daerah, mengemukakan 
bahwa terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pembayaran 
Pajak, antara lain: 
1. “Faktor pemahaman yang rendahakan pentingnya untuk melakukan 
Pembayaran pajak atau kesadaran masyarakat yang masih kurang akan 
pentingnya pajak tersebut, sehingga masyarakat mengabaikan untuk 
melakukan pembayaran pajak, karena anggapan mereka meskipun 
membayarPajak,  mereka tidak merasakan apa dampak dari pajak tersebut 
bagi kehidupan mereka, padahal berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan 
oleh Badan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang, seperti 
penyuluhan hukum dan sosialisasi melalui berbagai kegiatan. Namun tidak 
dapat dipungkiri bahwa sosialisasi akan pentingnya untuk melakukan 
pembayaran pajak belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat di 
Kabupaten Pinrang dikarenakan keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki dan 
jarak lokasi domisili masyarakat yang beraneka ragam, sementara pekerjaan di 
kantor Badan Keuangan Daerah, juga banyak yang harus diselesaikan oleh 
pegawai Badan keuangan daerah. Selain itu, masyarakat terkesan tidak mau 
tahu. 
2. Faktor kedua yaitu terkadang masyarakat sadar akan pentingnya untuk 
melakukan pembayaran pajak, namun karena alasan biaya mahal sehingga 
mereka tidak melakukan pembayaran pajak tersebut, Apalagi bila ada denda 
akan pajak yang menunggak seperti pajak kendaraan dan sebagainya. 
3. Faktor selanjutnya yaitu Domisili para wajib pajak, terkadang domisili wajib 
pajak ada di luar daerah sehingga terkadang melupakan kewajiban 
pembayaran pajak. Apalagi jika wajib pajak tersebut bekerja di luar daerah.  
Belum lagi masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota 
seperti daerah penggunan. Jarak tempuh terkadang jadi permasalahan di 
samping faktor ekonomi. 
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4. Faktor selanjutnya yaitu kurangnya perhatian masyarakat akan pembayaran 
pajak itu apakah ia sibuk bekerja ataupun mengabaikan kewajibannya akan 
membayar pajak lantaran alasan bayar ataupun tidak tidak berdampak pada 
dirinya sendiri”. 
5. Faktor ekonomi yaitu merupakan faktor yang menghambat masyarakat kelas 
bawah untuk melakukan pembayaran pajak. Sehingga masyarakat yang 
terkendala masalah ekonomi terkadang tidak membayar pajak lagi. 
6. Faktor selanjutnya yaitu masyarakat takut akan denda dari beberapa jenis 
pajak, jadi mereka tidak mebayar pajak lagi.9 
Dari uraian wawancara diatas telah disebutkan beberapa faktor yang menjadi 
masalah atau penyebab masyarakat tidak membayar pajak. Dalam wawancara yang 
dilakukan secara langsung kepada masyarakat tentang penerapan Perda Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pinrang dan faktor penyebab masyarakat tidak 
melakukan pembayaran pajak atau retribusi yang dilakukan kepada beberapa 
masyarakat antara lain : 
Berdasarkan wawancara dengan Hj. Anisa (63 tahun) pekerjaan Pegawai 
Negeri Sipil bahwa : 
“Pembayaran Pajak kepada daerah adalah sesuatu yang penting untuk 
dilakukan karena menyangkut pembangunan daerah, namun di Kabupaten 
Pinrang masih terdapat masyarakat yang mengabaikan kewajiban tersebut 
apalagi mereka yang tinggal didaerah pelosok atau desa-desa tidak melakukan 
pembayaran Pajak dikarenakan masyarakat tidak mengerti dengan pajak 
daerah tersebut serta prosedur dalam melakukan pembayarannya dan apa 
dampaknya”.10 
Dari wawancara tersebut diatas ibu ini menganggap pajak sangat penting bagi 
pembangunan, namun disisi lain ia menganggap masih banyak masyarakat yang 
kurang sadar atau mengabaikan pajak itu. Lain halnya dengan pendapat bapak 
                                                          
9Lamutti, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, wawancara, Pinrang 23 Maret  2017 
10Hj Anisa, Pegawai negeri sipil, wawancara, Pinrang 24 Maret 2017 
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Budiman (58 tahun) tokoh masyarakat yang sehari bekerja sebagai petani dan 
peternak sapi, mengatakan bahwa : 
“Pada dasarnya pajak daerah itu penting maka dari itu kita diwajibkan 
membayar pajak stiap tahunnya, namun pelaksanaan dari pajak itu belum 
terlihat hasilnya bagi masyarakat di pedesaan. Sebenarnya masyarakat tau 
akan pajak itu, mereka selalu membayar pajak, tapi terkadang mereka menanti 
nanti dampak atau hasil yang mereka bisa rasakan. Apakah ada perbaikan 
jalan di daerah pedesaan dan sebagainya”.11 
Berdasarkan wawancara yang telah penelitian yang diadakan bersama 
staf/pegawai dari Dinas PPKAD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Pinrang serta 
pernyataan masyarakatKabupaten Pinrang, dapat dikemukakan tentang faktor 
penyebab masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak dan retribusi Kepada 
Daerah sehingga penerapan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak 
maksimal.  
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka ada beberapa faktor yang 
mungkin menjadi penghambat penerapan perda pajak dan retribusi, adapun sebagai 
berikut: 
1) Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang Perda 
Pajak dan Retribusi Daerah / pembayaran pajak ataupun retribusi 
Faktor ini merupakan faktor yang mendasar dari masyarakat tidak melakukan 
pemabayaran pajak ataupun retribusi. Kurangnya informasi yang didapatkan akan 
pentingnya dampak dari membayar pajak dan retribusi, hal tersebut menjadi pemicu 
masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak sehingga penerapan perda pajak dan 
                                                          
11Budiman, Tokoh Masyarakat/Petani/Peternak, wawancara, Pinrang 12 April 2017. 
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retribusi di daerah menjadi kurang. Pada dasarnya informasi tentang Perda pajak 
daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang sangat penting karena hal ini 
merupakan dasar masyarakat dalam ikut serta membangun daerah dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat khususnya di kabupaten Pinrang. Jika masyarakat tidak 
mendapatkan informasi yang cukup baik dari segi peraturan, tujuan atau dampak dari 
pajak dan retribusi, masyarakat akan tetap dengan persepsi bahwa membayar pajak 
ataupun retribusi itu tidak penting untuk dilakukan. 
Setelah melakukan penelitian di tiga kecamatan di Kabupaten Pinrang yaitu, 
Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, dan Kecamatan Lembang. Ketiga 
kecamatan tersebut dijadikan peneliti sebagai sampel dengan jumlah responden 30 
orang yang dilakukan secara random. Dari hasil penelitian yang dilakukan di 
Kabupaten Pinrang, didapat beberapa tanggapan dari responden. Selain itu, juga 
mendapat data dari responden mengenai seberapa besar tingkat pengetahuan 
masyarakat akan pajak daerah. Penulis tabulasi data ke tabel frekuensi sebagai 
berikut: 
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Tabel 1 
Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pajak daerah 
No Pertanyaan Frekuensi Persentase (%) Ya Tidak Ya Tidak 
1 Apakah anda mengetahui yang di 
maksud dengan Pajak ? 
30 0 100% 0% 
2 Mengetahui berapa jenis Pajak 
daerah  yang ada di Kab. Pinrang ? 
18 12 60% 40% 
3 Apakah setiap tahunnya anda 
membayar Pajak ? 
29 1 97% 3% 
4 Mengetahui jenis pajak yang wajib 
anda bayarkan setiap tahun ? 
18 12 60% 40% 
Jumlah Responden 30 100% 
Sumber: Lembaran kuisioner masyarakat Kabupaten Pinrang 
Berdasarkan tabel 3 tersebut, responden atau masyarakat cenderung sudah 
mengenal pajak, dapat kita lihat sebesar 100% masyarakat tahu akan pajak itu. 
Namun, Pajak yang mereka ketahui adalah pembayaran yang wajib mereka bayarkan 
setiap tahunnya tanpa mengetahui apa manfaat atau fungsi pajak tersebut. Dari tabel 3 
tersebut, juga dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui 
jenis-jenis pajak yang ada di Kabupten Pinrang. Sebanyak 40%  menjawab tidak tahu 
jenis pajak yang ada di kabupaten Pinrang. Hal tersebut dapat dilihat dari Beberapa 
responden tersebut  memiliki pendidikan terakhir hanya sampai Sekolah Menengah 
Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengaku tidak mngetahui jenis 
pajak yang ada di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hal tersebut dipandang masih 
perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan penerapan perda pajak daerah 
dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Pinrang. 
Melihat tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat 
dalam membayar pajak sudah cukup bagus yaitu 97% responden menjawab 
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membayar pajak setiap tahunnya. Walaupun tingkat partisipasi masyarakat untuk 
membayar pajak sudah sangat tinggi, masyarakat taat membayar pajak, tetapi 
beberapa masyarakat mengeluhkan akan pajak itu sendiri. Seperti beberapa pendapat 
masyarakat sebagai berikut. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Kamaruddin (66 Tahun) pekerjaan 
Petani, mengatakan bahwa : 
“Menurut saya pembayaran pajak itu tidak perlu untuk dilakukan, saya setiap 
tahunnya memenuhi kewajiban saya untuk membayar PPB (Pajak Bumi dan 
Bangunan), namun di daerah saya masih begitu-begitu saja tidak ada 
perubahan dari pihak pemerintah.”.12 
Menurut pendapat bapak Kamaruddin, dia menganggap membayar pajak itu 
tidak perlu untuk dilakukan dengan alasan dia selalu membayar pajak setiap tahun, 
namun tidak ada dampaknya bagi daerahnya. Berbeda dengan pendapat bapak 
Kamaruddin, ibu Rosdiana, (48 Tahun) pekerjaan Penjual Pakaian di Pasar sentral 
Pinrang, mengatakan bahwa : 
“Saya selalu membayar retribusi pelayanan pasar setiap tahunnya dan 
alhamdulillah dampaknya sedikit demi sedikit sudah ada dengan adanya 
renovasi pasar sentral Pinrang.”13 
 
Pada dasarnya baik bapak Kamaruddin ataupun ibu Rosdiana sudah melaksanakan 
kewajiban membayar pajak setiap tahunnya, namun yang membedakan yaitu dampak 
yang dirasakan. Selain itu,  dapat kita lihat walaupun beberapa responden mengaku 
membayar pajak kedaerah setiap tahunnya tanpa mengetahui jenis-jenis pajak yang 
mereka bayarkan setiap tahunnya, Sebesar 40% responden menjawab tidak 
                                                          
12Kamaruddin, Petani, Wawancara, Pinrang 12 maret 2017. 
13Rosdiana, Penjual Pakaian di Pasar Sentral Pinrang, wawancara, Pinrang 3 April 2017. 
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mengetahui jenis pajak yang dibayarkan. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti 
juga mendapati bahwa pada dasarnya masyarakat sebagian besar sudah taat untuk 
membayar pajak, namun masyarakat masih mengeluh atau berpendapat mengenai 
pengelolaannya atau dampak yang bisa mereka rasakan dengan ketaatan atau pajak 
yang mereka bayarkan. Senada dengan pendapat bapak Agurhan (56 tahun) pekerjan 
pegawai negeri sipil, jabatan kepala bidang akuntansi Dinas PPKAD Kabupaten 
Pinrang. Melalui wawancara, menyatakan bahwa : 
“Tentu ada beberapa faktor, terutama yang namanya dana dipungut dari 
masyarakat tentunya masyarakat menunggu apa feedback-nya terhadap 
mereka disamping kesadaran itu. Masyarakat secara umum itu biasanya 
menganggap apa yang saya rasakan, tidak melihat bahwa jika porsinya ini 
dipungut dari masyarakat, berbeda dengan retribusi kan ada balas jasa. 
Misalkan retribusi pelayanan pasar, karena mereka menjual di pasar. Berbeda 
dengan pajak, pajak itu kan luas. Retribusi parkir, yah keamanan 
kendaraannya, tapi jika tidak membayar parkir, yah jangan salahkan petugas 
parkir. Jadi sejatinya membayar pajak dan retribusi itu sangat perlu untuk 
dilakukan”.14 
 
Dari pendapat bapak Agurhan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat 
menunggu feedback yang dapat mereka rasakan dengan selalu membayar pajak 
ataupun retribusi setiap tahunnya. Jadi dalam penelitian diatas menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden atau masyarakat kabupaten Pinrang sudah mengetahui apa 
pajak daerah tersebut. Tetapi ada beberapa persen responden dianggap belum begitu 
paham akan pajak daerah tersebut tersebut. Sebanyak 40% responden belum 
mengetahui jenis pajak yang ada di kabupaten Pinrang, serta sebanyak 40% 
responden tidak mengetahui jenis pajak yang mereka harus bayarkan setiap tahunnya. 
                                                          
14Agurhan, Kepala bidang akuntansi dinas PPKAD, wawancara, Pinrang 27 maret 2017 
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Hal ini menujukkan bahwa masyarakat belum cukup paham, karena Kurangnya 
informasi yang didapat oleh masyarakat tentang Perda Pajak dan Retribusi Daerah/ 
pembayaran pajak ataupun retribusi. 
Berbeda dengan pajak daerah, dari penelitian ini dapat diketahui pandangan 
masyarakat terhadap retribusi dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada 
beberapa masyarakat dan selanjutnya diolah dalam bentuk tabel frekuensi dan 
persentase sebagai berikut. 
Tabel 2 
Tingkat Pengetahuan masyarakat mengenai retribusi  
No Pertanyaan Frekuensi Persentase (%) Ya Tidak Ya Tidak 
1 Apakah anda mengetahui yang di 
maksud dengan retribusi ? 
20 10 67% 33% 
 
2 Apakah anda tahu, dari setiap 
kegiatan keseharian anda, anda 
secara tidak sadar sudah membayar 
retribusi ? 
19 11 63% 37% 
3 Dengan adanya Perda yang 
mengatur pajak dan retribusi daerah, 
apakah pembangunan daerah dan 
kesejahteraan masyarakat di kab. 
Pinrang semakin meningkat ? 
20 10 67% 33% 
 
5 Menurut anda Perlu atau tidak, 
adanya peran serta masyarakat 
dalam penerapan perda Pajak dan 
retribusi daerah ? 
26 4 87% 13% 
Sumber: Lembaran kuisioner masyarakat Kabupaten Pinrang 
Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat 
yang belum mengetahui tentang retribusi. Hal tersebut dapat dilihat dengan sebanyak 
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33% masyarakat belum mengetahui apa itu retribusi, salah satu responden dengan 
inisial “Hr” menjawab tidak mengetahui betul yang dimaksud  dengan retribusi.15 
Selanjutnya diketahui dari kesahrian masyarakat sebesar 37% masyarakat 
tidak sadar bahwa dalam kegiatan sehari-hari mereka secara tidak sadar sudah 
membayar retribusi, hal tersebut dapat dilihat dari retribusi izin trayek, retribusi 
tempat khusus parkir, reteribusi tempat rekreasi, dan sebagainya yang secara tidak 
sadar telah dibayarkan. Walaupun masyarakat tidak tahu akan retribusi tersebut. 
Melihat tingkat kepuasan masyarakat akan pembangunan daerah di Kabupaten 
Pinrang, sebesar 67% masyarakat berpendapat bahwa pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang sudah meningkat. Walaupun 
sebanyak 33% masyarakat mengaku belum puas dengan pengelolaan yang tidak 
merata, pembangunan yang sebagian besar hanya berpusat pada daerah perkotaan dan 
melupakan daerah pinggiran kota dan perbatasan. 
Berdasarkan tabel diatas sebanyak 87% masyarakat setuju dengan adanya 
peran serta masyarakat didalam penerapan perda pajak daerah dan retribusi daerah, 
mereka memandang dengan mengawal dan ikut andil dalam penerapan perda tersebut 
kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Pinrang semakin meningkat dan 
pengelolaannya-pun dapat merata. 
 
 
                                                          
15Hr, masyarakat, wawancara, Pinrang 7 April 2017.  
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2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran 
Pajak/Retribusi 
Faktor yang selanjutnya adalah faktor dimana masyarakat tersebut tahu akan 
pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak, namun karena kesadaran hukum 
masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka tetap tidak melakukan pembayaran 
pajak, hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa untuk apa 
melakukan pembayaran pajak, karena tidak ada dampaknya bagi masyarakat, mereka 
juga menganggap membayar pajak ataupun tidak membayar sama saja. Atau dapat 
disimpulkan bahwa anggapan masyarakat masih keliru tentang pembayaran pajak dan 
bagaimana dampak pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 
Dari penelitian yang dilakukan penulis bahwa masyarakat belum merasakan 
dampak dari pajak itu, salah satu responden yaitu bapak Kamaruddin seorang Petani 
berpendapat terkadang ia lupa ataupun tidak membayar pajak/retribusi dikarenakan 
pengelolaannya belum merata. Sehingga masyarakat terkadang acuh atau enggan 
untuk membayar pajak. 
3) Domisili Para wajib pajak yang jauh dan biasa berubah-ubah 
Faktor Domisili para wajib pajak, faktor ini menjadi salah satu faktor 
penghambat dalam penerapan perda pajak dan retribusi. Terkadang domisili wajib 
pajak ada di luar daerah sehingga terkadang melupakan kewajiban pembayaran pajak. 
Apalagi jika wajib pajak tersebut bekerja di luar daerah.  Belum lagi masyarakat yang 
tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota seperti daerah pegunungan dan jauh dari 
pusat kota. Jarak tempuh terkadang jadi permasalahan disamping faktor ekonomi. 
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Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan cenderung sadar akan membayar pajak 
dan retribusi, namun di daerah yang jauh dari pusat kota cenderung tidak membayar 
pajak dengan alasan terlalu jauh.  
Dalam pemungutan pajak di Kabupaten Pinrang ada beberapa jenis pajak 
yang dipungut dengan cara manual dimana pegawai Dinas PPKAD langsung 
mendatangi rumah masyarakat yang membayar pajak dengan membawa Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah). Hal ini terkadang menjadi kendala pegawai 
Dinas PPKAD dalam melaksanakan pemungutan pajak yaitu daerah domisili wajib 
pajak yang tergolong jauh dan bahkan ada yang berpindah, bahkan ada wajib pajak 
yang bekerja di luar daerah . 
4) Faktor biaya atau ekonomi 
Faktor ekonomi, merupakan faktor yang menjadi faktor utama mengapa 
masyarakat tidak membayar atau memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. 
Masyarakat Kabupaten Pinrang masih menganggap  bahwa pajak merupakan beban, 
Apalagi bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah dan kurang 
mampu. Seperti pendapat dari salah satu masyarakat yaitu melalui wawancara dengan 
bapak Suaib (39 Tahun) pekerjaan Wiraswasta, mengatakan bahwa : 
“Pajak yang dibayarkan setiap tahunnya saya rasa memberatkan, dikarenakan 
menjadi beban biaya bagi kami yang bergelut dibidang wiraswasta. Seperti 
pajak restoran yang dipungut, kami selaku pelaku usaha rumah makan atau 
restoran merasa terbebani apalagi restoran tidak selamanya ramai. Tapi pajak 
wajib seperti pajak bumi dan bagunan, dan pajak kendaraan bermotor selalu 
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saya bayarkan, walau merasa terbebani saya tetap berusahataat pajak karena 
sudah merupakan sebuah kewajiban ”.16 
Masyarakat masih menganggap membayar pajak merupakan sebuah beban 
namun mau tidak mau mereka tetap melakukan pembayaran pajak, seperti pendapat 
bapak Suaib tersebut, dia merasa terbebani, namun, dia tetap membayar pajak setiap 
tahunnya seperti pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor karena 
menganggap membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Bukan hanya bapak Suaib, 
seorang supir angkutan umum yaitu bapak Muhammad Ilham alias Illank umur 36 
tahun, pekerjaan supir angkutan umum, mengatakan bahwa : 
“Membayar pajak dan retribusi menurut saya bisa dikatakan sebuah beban , 
karena saya yang sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil setiap jalan pasti 
bayar retribusi izin trayek dan setiap tahunnya bayar pajak kendaraan. Namun 
mau tidak mau walau menjadi beban, saya mencoba membayar pajak setiap 
tahunnya.17 
 
Jadi, pada dasarnya masyarakat yang tidak melaksanakan membayar pajak 
ataupun retribusi itu karena tidak mempunyai biaya. Berikut penyusun mencoba 
melihat pandangan masyarakat mengenai pajak/retribusi.  
Tabel 3 
Pandangan Masyarakat terhadap Pajak/Retribusi 
No Pertanyaan Frekuensi Persentase (%) Ya Tidak Ya Tidak 
1 Apakah pajak/retribusi merupakan 
beban bagi anda ? 
16 14 57% 43% 
2 Apakah jumlah pajak yang anda 
bayarkan  tergolong  tinggi ? 
14 16 53% 47% 
Sumber: Lembaran kuisioner masyarakat Kabupaten Pinrang 
                                                          
16Suaib, wiraswasta, Wawancara, Pinrang 29 Maret 2017. 
17Muhammad Ilham, Supir Angkutan Umum, wawancara, Pinrang 7 April 2017. 
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Dari tabel tersebut, memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih 
menganggap pajak merupakan salah satu beban hidup, yaitu sebesar 57% responden 
berpendapat membayar pajak merupakan beban dan sebesar 53% menganggap pajak 
bukanlah sebuah beban melainkan sebuah kewajiban. Salah satu pendapat responden 
yang enggan disebut namanya, responden tersebut berpendapat bahwa mebayar pajak 
terasa sangat mebebani kehidupan saya, yang harus dibayar setiap tahunnya namun 
dampak bagi kami yang tinggal di daerah yang jauh dari kota tidak merasakan 
dampaknya.  
Pajak ataupun retribusi yang dibayarkan tentunya tidak semua sama ada yang 
membayar pajak setiap tahunnya tergolong tinggi dan ada yang tergolong rendah. Dari 
tabel 5 dapat dilihat 53% responden membayar pajak/retribusi yang setiap tahunnya 
tergolong tinggi sehingga dianggap menjadi beban ekonomi atau beban biaya. 
b. Transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)   
Transparansi mengenai pemasukan pendapatan asli daerah melalui pajak 
daerah dan retribusi daerah khususnya di daerah kabupaten Pinrang. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan peneliti mengenai transparansi dalam pengelolaan 
pendapatan asl daerah telah dilaksanakan baik itu dalam bentuk situs web resmi milik 
pemerintah maupun kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang – undang nomor 14 
tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat bebas untuk 
memperoleh informasi mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah dari pajak 
daerah dan retribusi daerah. 
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Agurhan (56 tahun) pekerjan pegawai 
negeri sipil, jabatan kepala bidang akuntansi Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang. 
Bahwa : 
“Masalah transparansi pengelolaan dana dari pajak dan retribusi, kami sangat 
terbuka kepada masyarakat, apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui 
data atau bagaimana perkembangan pengelolaan dana dari pajak dan retribusi, 
ya kami akan memberikan, selama masyarakat melalui prosedur yang ada, 
artiya ada izin meminta informasi. Kami juga sudah melakukan publikasi 
melalui website, walaupun masih ada kendala. Jadi transparan dalam 
mengelola keuangan daerah”.18 
 Berdasarkan wawancara dengan bapak Lamutti, umur 62 tahun, jabatan 
Kepala Bagian Pendapatan Daerah, mengatakan bahwa: 
“Mengenai permasalahan transparan, kami selalu terbuka kepada masyarakat, 
tetapi dalam artian harus memalui posedur yang ada. Jika ada yang 
membutuhkan informasi yah kami berikan namun harus melalu prosedur yang 
telah ada”.19 
 
Jadi, transparansi pengelolaan yang dilakukan oleh DPPKAD sudah 
transparan sesuai prosedur yang ada, bagi masyarakat yang ingin memperoleh 
informasi mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
penerimaan asli daerah, diharuskan melalui prosedur yang ada. Lalu bagaimana 
pandangan masyarakat mengenai transparansi tersebut?. Melalui wawancara dengan 
beberapa masyarakat seperti bapak Usman umur 56 tahun menyatakan bahwa: 
 “Keterbukaan informasi kepada publik menurut saya sudah transparan, 
namun sebaiknya ditingkatkan lagi, misalnya apabila masyarakat yang ingin 
memperoleh informasi dengan melalui beberapa prosedur. Sebaiknya 
dijelaskan atau dipaparkan tata cara prosedur memperoleh informasi tersebut. 
                                                          
18
 Agurhan, Kepala bidang akuntansi dinas PPKAD, wawancara, Pinrang 27 maret 2017 
19
 Lamutti, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, wawancara, Pinrang 23 Maret  2017 
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Agar kami sebagai masyarakat tidak canggung untuk memperoleh informasi 
dengan melalui prosedur yang ada”.20 
 
Dari waancara dengan bapak Usman berpendapat bahwa perlu peningkatan 
dalam hal pelayanan kepada masyarakat, artinya perlu ada inovasi agar masyarakat 
tidak canggung untuk mengikuti prosedur untuk memperoleh informasi tersebut. 
Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan bapak Taufik umur 25 tahun 
berpendapat bahwa: 
 “Saya rasa sudah transparan, dengan adanya publikasi melalui website resmi 
dan semacamnya, langkah tersebut sudah sangat bagus, artinya masyarakat 
dapat mengetahui informasi secara langsung memalui website tersebut, tapi 
yang menjadi permasalahan akun website tersebut harus di publikasikan ke 
masyarakat dan website tersebut harus update ”.21 
 
  Jadi, pandangan masyarakat akan keterbukaan informasi kepada publik sudah 
transparan seperti yang dinyatakan diatas, keterbukaan tersebut ditunjukan dengan 
masyarakat tahu akan prosedur dan website yang dari sana masyarakat dapat 
memperoleh informasi yang diinginkan, namun perlu ada sosialisasi kepada 
masyarakat sehingga masyarakat yang belum mengetahui menjadi tahu prosedur 
memperoleh informasi. 
2. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. 
Persoalan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan pembahasan PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukakan 
                                                          
20
 Usman, Masyarakat, wawancara, Pinrang 19 Juni 2017  
21Taufik, Mahasiswa, Wawancara, Pinrang 20 Juni 2017  
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peneliti, bahwa Pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi setiap tahunnya 
mengalami peningkatan, terbukti dengan pendapatan atau pemasukan daerah empat 
tahun terakhir selalu melebihi target.  
Melalui wawancara dengan bapak Syamsul Bahri, umur 60 tahun, jabatan 
Kepala Seksi Otorisasi dan Verifikasi, Dinas PPKAD, mengemukakan bahwa: 
“Bahwa pajak dan  retribusi memiliki sumbangsi kepada daerah masih sangat 
kecil, artinya jika di bandingkan dengan semua sumber pendapatan. 
Umpamanya itu kan PAD ada bermacam macam , yaitu 
 
a. Pajak daerah 
b. Retribusi daerah 
c. Hasil Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 
d. Melalui lain lain PAD yang sah”.22 
Melalui wawancara dengan bapak Naim (58 tahun) pekerjan pegawai negeri 
sipil, Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang.  
Bahwa : 
“Kalau diukur setiap tahunnya, ada istilahnya tingkat kemandirian daerah, 
berapa besar pendapatan daerah di bandingkan APBD , nda hidup Pinrang 
kalau hanya bergantung pada pajak dan retribusi, artinya masih kurang. 
Mungkin sudah bubar pemerintahan pinrang klo hanya bertumpuh pada pajak 
dan retribusi”.23 
 
Mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah untuk lebih jelasnya 
peneliti menghadirkan tabel target dan realisasi pajak daerah dan retritrubi daerah. 
 
 
                                                          
22
 Syamsul Bahri, Kepala Seksi Otorisasi dan Verifikasi, Dinas PPKAD, wawancara, Pinrang 
23 Maret  2017 
23
 Naim, Pegawai Negeri Sipil, Dinas PPKAD, wawancara, Pinrang 23 Maret  2017 
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Tabel 4 
Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013-2016  
No Tahun 
Target 
Jumlah 
Pajak Daerah Retribusi Daerah 
1 2013 6.639.728,00 7.871.556.050.00 14.511.284.050,00 
2 2014 12.178.728.000,00 4.573.794.000,00 16.752.522.000,00 
3 2015 14.279.782.500,00 5.514.481.500,00 19.794.264.000,00 
4 2016 17.872.243.000,00 3.474.336.000,00 21.346.579.000,00 
Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang 
Berdasarkan tabel 6 tersebut menunjukkan daftar target pajak daerah dan 
retribusi daerah Kabupaten Pinrang, daftar target pajak daerah dan retribusi daerah 
yang dijadikan acuan atau tolak ukur pemasukan daerah dari sektor pajak dan 
retribusi. Target tersebut ditentukan setiap tahunnya untuk melihat seberapa besar 
peningkatan pertumbuhan pemasukan daerah dari sektor pajak daera dan retribusi 
daerah setiap tahunnya. Selanjutnya Peneliti menghadirkan tabel daftar realisasi pajak 
daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 – 2016 sebagai berikut.  
Tabel 5 
Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013-2016  
No Tahun 
Realisasi 
Jumlah 
Pajak Daerah Retribusi Daerah 
1 2013 9.469.550.419,00 6.229.570.110,00 15.699.120.529,00 
2 2014 16.790.725.877,00 4.933.487.221,00 21.724.213.000,00 
3 2015 19.274.384.616,00 5.297.293.535,00 24.571.678.151,00 
4 2016 22.163.391.634,00 3.554.564.154,00 25.717.955.788,00 
Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang 
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Berdasarkan tabel tersebut peneliti mencoba menjelaskan penerimaan daerah 
Kabupaten Pinrang dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pemasukan 
keuangan daerah. Pada tahun 2013 target pajak daerah sebesar 6.639.728,00 dan 
target retribusi daerah sebesar 7.871.556.050.00 . Pada tahun 2013 tersebut, realisasi 
yang didapat dari sektor pajak daerah mengalami peningkatan melebihi target yaitu 
sebesar 9.469.550.419,00. Sedangkan dari sektor retribusi tidak mencapai target, 
yaitu hanya sebesar 6.229.570.110,00. Tidak mencapai target yaitu sebesar 
7.871.556.050.00.  
Diketahui bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di tahun 2014 
sebesar 21.724.213.000,00 , jumlah tersebut adalah hasil realisasi dari sektor pajak 
daerah sebesar 16.790.725.877,00 dan sektor retribusi sebesar 4.933.487.221,00 . 
melebihi jumlah target yaitu sebesar 16.752.522.000,00. 
Pada tahun 2015 kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah mengalami 
peningkatan yaitu dari sektor pajak yang semula ditargetkan sebesar 
14.279.782.500,00mendapat realisasi sebesar 19.274.384.616,00. Sementara dari 
sektor retribusi juga mengalami peningkatan walaupun tidak seperti peningkatan 
sektor pajak, target retribusi daerah sebesar5.514.481.500,00 dan berhasil 
direalisasikan sebesar 5.297.293.535,00. Jadi, pada tahun 2015 kontribusi pajak dan 
retribusi daerah menyumbang pemasukan keuangan daerah sebesar 
24.571.678.151,00.  
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 Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2016 terhadap 
pendapatan asli daerah sebesar 25.717.955.788,00, jumlah tersebut berasal dari sektro 
pajak daerah sebsar 22.163.391.634,00 dari target sebelumnya sebesar 
17.872.243.000,00 dan dari sektor retribusi daerah sebesar 3.554.564.154,00 dari 
target sebelumnya yaitu sebesar 3.474.336.000,00. 
Jadi, Pajak daerah Dan retribusi daerah sangat berkontribusi terhadap 
pemasukan keuangan daerah setiap tahunnya, terbukti dengan pemasukan daerah dari 
pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu mengalami peningkatan kurun waktu 
empat tahun terakhir. Meskipun dari sektor retribusi daerah belum mengalami 
peningkatan yang cukup besar.Kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat cukup besar, namun belum bisa 
melebihi dari sumber pendapatan lain. Untuk lebih jelasnya peneliti melampirkan 
data mengenai jumlah pemasukan daerah dari sektor pajak daerah da retribusi daerah 
empat tahun terakhir.  
Melihat sumber Pendapatan Asli daerah selain pajak daerah dan retribusi 
daerah 4 tahun terakhir, sebagai berikut: 
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Tabel 6 
Realisasi Sumber PAD Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 
2013-2016 
No Tahun 
Realisasi Sumber PAD Selain Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
Hasil Pengelolaan keuangan 
daerah yang dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah 
1 2013 6.237.066.336 30.111.159.908 
2 2014 6.558.633.234 65.236.353.294 
3 2015 7.924.516.251 64.624.848.295 
4 2016 8.735.472.468 65.773.256.495 
Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang 
 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Realisasi penerimaan PAD 
selain pajak daerah dan retribusi daerah yaitu juga bersumber dari hasil pengelolaan 
keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Tabel diatas 
menunjukkan bahwa dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan relatif 
mengalami peningkatan 4 tahun terakhir. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah 
dapat dilihat menyumbang begitu besar pemasukan kepada PAD setiap tahunnya 
dibandingkan penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil 
kekayaan daerah yang dipisahkan. Walaupun realisai pajak daerah dan retribusi 
daerah terus meningkat setiap tahunnya, Namun belum sebesar sumber Pendapatan 
Asli Daerah dari sektor pendapatan lain-lain yang sah, yang setiap tahunnya 
menyumbang begitu besar kepada PAD. 
 Dalam mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas pajak daerah dan 
retribusi daerah selama 4 tahun terakhir. Peneliti coba menjabarkan dalam tabel 
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efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat melihat tingkat 
efektivitas dari pajak daerah dan retribusi daerah. Perhitungan efektivitas Pajak 
daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keefektivan 
pajak daerah dan retribusi daerah 4 tahun terakhir. Apabila menunjukkan hasil 
persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi 
daerah efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya 
menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang tidak 
efektif. 
Adapun rasio efektivitas sebagai berikut, 
>100%  =  Sangat Efektif  
81% - 100% =   Efektif 
71% - 80% =  Cukup Efektif 
61% - 70% =  Kurang Efektif 
< 60 %  =  Tidak Efektif 
Efektifitas  Pajak daerah 4 tahun terakhir, untuk lebih mengetahui lebih jelas 
tingkat efektifitas Pajak daerah, selanjutnya penyusun menyajikan tabel target dan 
realisasi pajak daerah tahun 2013-2016, sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
88 
 
Tabel 7 
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 -2016 
Tahun Target Pajak daerah 
Realisasi 
Pajak daerah Presentase Ket. 
2013 6.639.728.000 9.469.550.419 142,62% SE 
2014 12.178.728.000 16.790.725.877 137,87% SE 
2015 14.279.782.500 19.274.384.616 135,97% SE 
2016 17.872.243.000 22.163.391.634 124,01% SE 
Rata-rata 135,12%         SE 
Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang 
Diolah oleh penulis 
 
Berdasarkan tabel 8, menujukkan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah 
Kabupaten Pinrang tahun 2013 – 2016 adalah pada tahun 2011 tingkat efektivitas 
sebesar 142,62% dengan kriteria Sangat Efektif (SE), tahun 2014 sebesar 137,87% 
dengan rasio sangat efektif (SE), tahun 2015 sebesar 135,97% dengan rasio sangat 
efektif (SE), dan tahun 2016 sebesar 124,01% dengan kriteria Sangat Efektif (SE). 
Dengan melihat rata-rata penerimaan pajak daerah kabupaten Pinrang diatas 
100% atau rata-rata sebesar 135,12% setiap tahunnya, hal ini menujukkan bahwa 
kinerja Pajak daerah sangat efektif. Karena realisasi Pajak daerah lebih besar dari 
target yang ditetapkan. 
Berbeda dengan Pajak daerah, retribusi daerah juga menunjukkan persentase 
yang cukup meningkat, adapun penyusun mencoba mengukur tingkat efektivitas dari 
retribusi daerah dalam bentuk tabel persentase sebagai berikut: 
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Tabel 8 
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2013 -2016 
Tahun Target Pajak daerah 
Realisasi 
Pajak daerah Presentase Ket. 
2013 7.871.556.050 6.229.570.110 79,14% CE 
2014 4.573.794.000 4.933.487.221 107,86% SE 
2015 5.514.481.500 5.297.293.535 96,06% E 
2016 3.474.336.000 3.554.564.154 102,31% SE 
Rata-rata 96,34% E 
Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang 
Diolah oleh penulis 
 
Berdasarkan tabel 9 memperlihatkan baha rasio rata-rata efektivitas retribusi 
daerah Kabupaten Pinrang 4 tahun terakhir yakni tahun 2013 – 2014, yaitu pada 
tahun 2013 tingkat efektivitas  sebesar 79,14% dengan kriteria Cukup Efektif (CE), 
tahun 2014 sebesar 107,86%  dengan kriteria Sangat Efektif (SE), tahun 2015 sebesar 
96,06% dengan kriteria Efektif (E), dan pada tahun 2016 sebesar 102,31% dengan 
kriteria Sangat Efektif (SE). 
Berdasarkan rata-rata penerimaan retribusi daerah Kabupaten Pinrang belum 
dapat melebihi 100% atau rata-rata hanya sebesar 96,34% setiap tahunnya. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dan efektivitas retribusi daerah sudah efektif 
(E) hal tersebut harus dipertahankan. Melihat efektivitas retribusi daerah yang tidak 
sebesar tahun 2014 dan 2016 yang mencapai kriteria Sangat Efektif (SE) artinya 
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masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan realisasi retribusi daerah lebih besar 
dari target yang ditetapkan atau yang direncanakan.   
Hasil penelitian diatas mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 
memperlihatkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sudah 
meningkat, terbukti dengan realisasi yang setiap tahunnya melebihi target. Namun, 
Pajak daerah maupun retribusi daerah harus stabil atau mempertahankan 
pencapainnya, dalam hasil penelitian mengenai efektivitas pajak daerah dan retribusi 
daerah, dari segi pajak daerah sudah sangat efektif dengan rasio rata-rata sebesar 
135,12%, hal tersebut tentunya harus dipertahankan.  
Sedangkan retribusi daerah, tingkat efektivitasnya yaitu efektif dengan rasio 
rata-rata sebesar 96,34% diukur dari target dan realisasi retribusi daerah 4 tahun 
terakhir. Sama halnya pajak daerah, retribusi daerah tentunya perlu dipertahankan 
pencapaiannya, sehingga penerimaan baik itu dari pajak daerah maupun retribusi 
daerah dapat stabil artinya selalu melebihi target. 
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BAB V 
Penutup 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut : 
1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penerapan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 
kabupaten Pinrang. Sudah diterapkan berdasarkan amanat Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan 
tersebut dilaksanakan dengan dibentuknya perda-perda tersendiri yang 
menaungi masing-masing bidang atau urusan dan diberikan kewenangan 
kepada masing-masing SKPD pengelola dalam mengelolalnya. Sedikitnya ada 
8 jenis Perda pajak daerah dan 13 jenis perda retribusi yang sekarang berlaku di 
wilayah Kabupaten Pinrang. Walaupun dalam penerapan perda tersebut 
terdapat banyak faktor-faktor penghambat yang ada dalam masyarakat. Serta 
tingkat penegtahuan masyarakat akan jenis dan fungsi pajak yang masih 
kurang, dan terlebih lagi masih banyak masyarakat yang menganggap 
membayar pajak ataupun retribusi adalah sebuah beban.  
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi Perda pajak daerah dan 
retribusi daerah terhadap pemasukan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang. 
Kontribusi pajak terhadap PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya, Pajak 
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daerah dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak daerah dan 
retribusi daerah mengalami peningkatan  4 tahun terakhir, suatu pencapain yang 
tentunya harus dipertahankan. Disamping itu tingkat efektivitas pajak daerah 
yang sudah sanga tefektif dan retribusi daerah yang efektif. Maka dari itu 
pemerintah dalam hal ini Dinas PPKAD dan SKPD pengelola berupaya 
mempertahankan pencapaian terhadap PAD dari sektor pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
B. Implikasi 
Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran 
kepada Pemerintah Daerah, yaitu:  
1. Agar kedepannya pemerintah atau dalam hal ini Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dapat mengelola dengan baik atau 
secara merata. Dalam hal pembangunan daerah harus secara merata baik 
diperkotaan maupun dipedesaan sehingga masyarakat semakin sejahtera dan 
dapat merasakan dampak dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan setiap 
tahunnya, contohnya perbaikan jalan dan layanan umum. 
2. Agar kedepannya sosialisasi terhadap wajib pajak terus dilakukan agar 
masyarakat bisa mengetahui jenis-jenis pajak ataupun retribusi yang harus 
mereka bayarkan sehingga tingkat pegetahuan masyarakat akan pajak daerah 
dan retribusi daerah semakin meningkat. Serta sosialisasi kepada masyarakat 
akan cara memperoleh informasi dengan prosedur yang tepat. 
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3. Untuk menambah pandapatan asli daerah, sebaiknya pemerintah daerah dapat 
menggali atau memperhatikan potensi-potensi daerah yang masih dapat 
dikembangkan seperti tempat parkir, tempat wisata, sarang burung walet, 
tempat wisata, dan sebagainya. Dari potensi tersebut nantinya dapat dijadikan 
atau dikenai pajak ataupun retribusi sehingga kedepannya dapat menambah 
pemasukan dari sektor pajak dan retribusi. 
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaik-nya dikembangkan pada potensi pajak, 
efeisiensi pajak dan retribusi.  
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